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BAB V 

       Kesimpulan Dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Dari berbagai sudut pandang mengenai pasal penodaan agama yang sudah penulis 

tunjukkan dalam penelitian ini, serta dari pertimbangan hukum menurut penulis, Pasal 

156a KUHP haruslah dinilai sebagai pasal yang berbahaya dan sangat perlu dikaji 

ulang keberlakuannya sehingga harus dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum, 

Hal itu disebabkan oleh beberapa alasan yakni pertama, jika dilihat dari kasus Ahok 

dan Meiliana dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 156a KUHP ini 

tidak mencerminkan adanya perlindungan HAM dalam arti HAM dapat dengan 

mudah dikesampingkan dengan adanya peraturan semacam ini. Hal tersebut bisa kita 

lihat dari bagaimana kebebasan untuk berpendapat dan berpikir, serta kebebasan 

untuk hidup dengan tentram dimungkinkan untuk dilanggar oleh pasal 156a KUHP 

sehingga masalah yang paling penting disini adalah dilanggarnya nilai-nilai HAM 

yang sudah diberlakukan oleh Indonesia sendiri yang mana berupa 

peraturan-peraturan hukum seperti UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

International Covenant On Civil and Political Rights sebagaimana telah diratifikasi 

oleh Indonesia melalui UU Nomor 12/2005, dan Universal declaration of Human 

Rights.  

Kedua, Jika dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana, apabila pasal 156a KUHP 

tetap diberlakukan, kemungkinan munculnya korban yang dipersalahkan 

menggunakan pasal ini akan semakin banyak, mengingat di Indonesia permasalahan 

mengenai suku, agama, dan ras menjadi hal yang sering diperdebatkan antara kaum 

minoritas dan kaum mayoritas, alhasil pihak yang lebih sedikit pendukungnya akan 

lebih mudah dikriminalisasi menggunakan pasal ini karena faktor keberpihakan pada 

ras atau agama tertentu, mengingat sejauh ini tidak ada rincian jelas mengenai apa 

saja perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama.  

Ketiga, Jika dilihat dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi 

terkait judicial review pasal 156a KUHP, dalam putusan tersebut tidak terdapat suara 

bulat, artinya tidak seluruh hakim Mahkamah Konstitusi menyetujui bahwa pasal 

156a KUHP perlu dipertahankan. Salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak 

menyetujui keberlakuan pasal 156a KUHP ialah Maria Farida, disamping itu, Hakim 
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Mahkamah Konstitusi lain yang menyetujui tetap diberlakukannya pasal 156a KUHP 

namun mengatakan bahwa pasal tersebut memang belum sempurna ialah Hakim 

Harjono. Beliau mengatakan bahwa apabila pasal 156a KUHP tidak lagi mempunyai 

kekuatan hukum, maka akan timbul kekosongan hukum, oleh sebab itu dengan dasar 

kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat 

undang-undang, maka pasal 156a KUHP perlu dipertahankan. Dari pernyataan Hakim 

Harjono tersebut, dapat kita lihat bahwa sebenarnya Ia-pun mengakui bahwa pasal 

tersebut belumlah sempurna dan masih perlu diperbaiki lagi.  

Mengenai kekosongan hukum sebagaimana disebutkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, penulis berpendapat bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya bisa diterapkan terkait masalah 

penodaan agama ini, bahkan nilai keadilan dan kepastian hukum dari Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 jauh lebih baik dibandingkan pasal 156a KUHP. Penulis 

berpendapat demikian karena dari kasus Meliana saja, kita bisa melihat bahwa 

orang-orang yang merusak dan membakar vihara tidak dikenakan pasal 156a KUHP 

melainkan hanya dijatuhi pidana 1-2 bulan dengan dasar pengrusakan, padahal 

jelas-jelas perbuatan mereka memenuhi unsur dalam pasal 156a KUHP. Oleh sebab 

itu, penulis melihat bahwa terdapat ketidakadilan dan ketidakpastian hukum atas 

eksistensi dari pasal 156a KUHP. 

Keempat, dalam RKUHP masih terdapat pasal yang mengatur mengenai 

penodaan agama dan beberapa diantaranya masih sangat berbahaya apabila ingin 

diaplikasikan sebagai hukum positif dan ditakutkan akan digunakan kembali untuk 

mengkriminalisasi orang-orang yang seharusnya tidak dipidana berdasarkan pasal 

penodaan agama, namun karena ketidakjelasan pasal tersebut, hal seperti ini sangat 

dimungkinkan terjadi.  

5.2 Saran 

Menimbang dari penelitian dan juga kesimpulan yang sudah penulis cantumkan 

sebelumnya, agar Indonesia mampu memiliki hukum yang senantiasa berusaha 

menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan melindungi segenap Hak Asasi Manusia 

yang mana adalah merupakan ius cogens, serta mencegah adanya penyalahgunaan 

pasal 156a KUHP untuk mengkriminalisasi pihak tertentu yang sebetulnya tidak 

melakukan penodaan agama, maka Pasal 156a KUHP haruslah dinyatakan tidak lagi 
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memiliki kekuatan hukum. Penulis merekomendasikan agar dalam kasus-kasus yang 

berhubungan dengan agama, sebaiknya menggunakan Undang-Undang Nomor 

39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sebab nilai kepastian hukum dan keadilan 

dalam Undang-Undang tersebut jauh lebih baik dibandingkan pasal 156a KUHP yang 

sedang berlaku sekarang ini. 

Lalu jika dilihat dari perlu atau tidaknya pasal penodaan agama dicantumkan 

dalam Rancangan Kitang Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Penulis 

menyarankan agar pasal penodaan agama tidak lagi dicantumkan dalam RKUHP, 

sebab untuk menciptakan pasal penodaan yang sempurna, maka 

pembuat-undang-undang perlu merumuskan secara rinci mengenai tindakan apa saja 

yang termasuk dalam penodaan agama dan hal tersebut akan benar-benar sangat sulit 

untuk diwujudkan sebab kemungkinan adanya kekosongan hukum dikemudian hari 

akan sangat besar. Bisa dibayangkan misalnya pembuat Undang-Undang menentukan 

bahwa tindakan menginjak Alkitab, melempari Masjid dengan batu, membakar 

Vihara adalah tergolong penodaan agama. Lalu bagaimana dengan orang yang 

melempari Masjid dengan bola atau melempar Vihara dengan telur dan sebagainya? 

Tentu saja pembuat Undang-Undang harus berpikir sangat keras untuk menentukan 

segala tindakan yang mungkin dilakukan oleh si pelaku dan hal tersebut akan sangat 

sulit untuk dilakukan dan juga akan menguras biaya dan tenaga yang tidak sedikit. 

Oleh sebab itu, jika melihat dari pasal penodaan agama yang ada dalam RKUHP 

sekarang in dan juga masih terdapat pengaturan penodaan agama yang tidak jelas 

rinciannya serta adanya peraturan-peraturan yang tumpang tindih, maka Pasal 

penodaan agama dalam RKUHP sebaiknya tidak lagi dicantumkan kembali demi 

terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta mencegah terjadinya diskriminasi antar 

umat beragama. 
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